






 Berdasarkan uraian yang telah di paparkan dalam pembahasan, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 Jaksa Penuntut Umum dalam menangani proses peradilan anak 
tidak semua memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Pasal 41 Ayat (2) 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, sebagian Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana hanya berdasarkan Surat 
Penunjukan dari Kejaksaan Tinggi Daerah tertentu. Dapat dilihat 
berdasarkan kasus dengan Nomor Register Perkara 93/PID.Sus/2014/PN. 
Sleman, Jaksa Bambang Setiawan dalam melalukan Penuntutan tidak 
memenuhi kualifikasi ke 3 (tiga ) yaitu mengikuti pelatihan teknis 
tentang peradilan anak yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana . Beliau 
hanya melakukan Penuntutan berdasarkan Surat Penunjukan dari 
Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar masa Jabatan 
sudah tergolong Jaksa Berpengalaman, yaitu selama 8 Tahun di 
Kejaksaan Negeri Sleman. Dalam hal ini berdampak pada hak anak yang 
dalam penyusunan surat dakwaan ataupun tuntutan  sangat sulit 




konsep perlindungan terhadap anak dan dalam penanganan nya tidak 
berdasarkan pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak.  
 Kendala dalam pemenuhan kualifikasi tersebut didasarkan pada 
kualifikasi ke 3, yaitu mengikuti pelatihan Teknis tentang Peradilan 
Anak. Pelatihan teknis tersebut diadakan oleh Balai Diklat Kejaksaan 
dibawah kekuasaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejaksaan  
hanya 1 (satu) kali dalam setahun dan  yang dapat mengikuti pelatihan 
tersebut hanya 1 (satu) orang perwakilan tiap provinsi, hal tersebut 
dikarenakan minimnya anggaran dari Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia dalam mengadakan pelatihan teknis tentang peradilan anak. 
jadi setiap tahunnya 1(satu) orang perwakilan dari tiap Daerah di 
Indonesia yang mengikuti pelatihan yang diadakan Kejaksaan Agung 
Republik Indonesia untuk dapat memenuhi kualifikasi ataupun syarat 
untuk dapat menjadi seorang Penuntut Anak. Hal tersebut menimbulkan 
ketidak merataan keberadaan Jaksa Anak di berbagai daerah. 
Dikarenakan syarat ketiga ini sangat penting guna mewujudkan tujuan 
dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan kepastian hukum, karena 
walaupun seorang jaksa memenuhi syarat pertama dan kedua hal 
tersebut masih kurang karena syarat yang ketiga merupakan yang 
sangat penting agar lebih mengerti bagaimana peradilan anak itu dan 
agar lebih dapat memahami mental dan psikis seorang anak tersebut 
ketika dihadapkan di pengadilan terutama anak sebagai terdakwa 





 Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran 
sebagai berikut : 
1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar mengadakan pelatihan 
teknis terkait tentang anak yang bermasalah dengan hukum kepada 
seluruh jaksa secara berkala setiap tahunnya minimal 2-3 kali, agar 
keberadaan jaksa anak yang memiliki kualifikasi seperti yang tertera 
dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak  di setiap daerah mengalami pemerataan 
mengingat semakin maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak. 
2.  Demi mengantisipasi minimnya pendidikan jumlah Jaksa Anak di 
suatu daerah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan kerja 
sama Pemerintah Provinsi khususnya  dengan bagian pemberdayaan 
perempuan dan anak di suatu daerah untuk mengadakan pelatihan 
teknis tentang peradilan anak bagi jaksa-jaksa. Karena yang menikmati 
keberadaan seorang jaksa dalam menangani kasus  anak disuatu daerah 
itu ialah daerah itu sendiri.  
3. Menambah peserta bagi Jaksa yang mengikuti pelatihan teknis 
tentang peradilan pidana anak  yang diadakan oleh Kejaksaan Agung 
Republik Indonesia, agar keberadaan Jaksa anak disuatu daerah tidak 
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